BAB Il

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Modernisasi Administrasi Perpajakan
2.1.1.1 Pengertian Administrasi
Pengertian administrasi adalah :
“Suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, degeyakkan dalam rangka
mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orangnudarial melalui
koordinasi dan kerjasama”.
(Trecker, 2000 :55)
Definisi diatas menunjukkan beberapa batasamlsttiministrasi yang secara
langsung menepis anggapan bahwa administrasi seiaitikan sebagai kegiatan
ketatausahaan yang berkaitan dengan pekerjaan tuergaikas, membuat laporan
administratif, dan sebagainya.
Menurut Berry Nurdiansyah (2009) yang mengutip €er and Plano,
dalam The Public Aministration Dictionarydefinisi administrasi adalah “Proses

dimana keputusan dan kebijakan diimplementasikan.”

2.1.1.2 Administrasi Perpajakan
Menurut  Ensiklopedi perpajakan “Administrasi  Perpajakan Tax

Administratior) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan getannpajak”.

13
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Mengenai peran administrasi perpajakan, mengenamkdkhwa “administrasi
perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peratpegpajakan, dan penerimaan
negara sebagaimana amanat APBN". (Liberti Pandraggav)

Administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu matasi masalah-masalah:

"1) Wajib Pajak yang tidak terdaftaur{registered taxpayeys
Dengan Aministrasi pajak yang efektif akan mampendeteksi dan
menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi rakayayang telah
memenuhi ketentuan menjadi Wajib Pajak tetapi beltendaftar.
Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikamn akeenigkatkan
jumlah penerimaan pajak.

2) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Petalbeian (SPT).
Administrasi perpajakan efektif akan dapat mertigetgpenyebab Wajib
Pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksagakpa

3) Penyelundup pajakax evaders
Penyelundup pajakax evadersyaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak
lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketenemindang-undangan
akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya batk tdntang Wajib
Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat dizerlu

4) Penunggak pajakiélinquent tax pavejs
Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan mefalaksanaan tindakan
penagihan secara intensif dalam set administrgak yang baik akan lebih
efektif melaksanakan upaya tersebut.”

(Ony W, Siti K. Rahayu dan Ely S, 2007:19)

Berdasarkan dari pengertian diatas disimpulkan whahadministrasi
perpajakan berupaya untuk merealisasikan peratpagak, penerimaan pajak dan
cara mengatasi masalah-masalahnya agar adminipegsajakan dapat terlaksana

dengan efektif.

2.1.1.3 Modernisasi Administrasi Perpajakan
Sejak tahun 2002 DJP telah melakukan reformasiagetpn yang meliputi

reformasi kebijakan dan administrasi. Reformasi iathtnasi perpajakan dilakukan
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dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukeaid pajak untuk memenuhi
kewajiban perpajakan melalui modernisasi admirssterpajakan. DJP bertekad
untuk mewujudkan visinya yaitu, "menjadi model pala masyarakat yang
menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakedieia yang dipercaya dan
dibanggakan masyarakat”. (Indonegax PreviewVol 1, 2008:30)

Administrasi perpajakan berperan penting dalanmeisberpajakan di suatu
negara. Suatu negara dapat dengan sukses menasarsyang diharapkan dalam
menghasilkan penerimaan pajak yang optimal kardnarastrasi perpajakan mampu
dengan efektif melaksanakan sistem perpajakanadiiswegara yang dipilih.

Pengertian modernisasi administrasi perpajakadaladabagai berikut :

"Modernisasi Administrasi Perpajakan adalah suattosgs reformasi
pembaharuan dalam bidang administrasi pajak ydagukan secara komperhensif,
meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkatak, perangkat keras dan SDM
dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajgiagy tinggi, kepercayaan
terhadap administrasi perpajakan dan tercapainyalugtivitas kinerja aparat
perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan dagaigorangi Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN).

(Djozoli Sadhani , 2005:60)

Dirjen Pajak merencanakan mengimplementasikan @anogmodernisasi
perpajakan secara komprehensif yang mencakup sémoaerasi organisasi secara
nasional. Program ini dilakukan untuk mencapai dngasaran utama. Pertama,
optimalisasi penerimaan yang berkeadilan yaituuasdntax base minimalisasitax
gap dan stimulus fiskal. Kedua, peningkatan kepatuksakarela yaitu melalui

pemberian pelayanan prima dan penegakkan hukumkargisten. Ketiga, efisiensi

administrasi, yaitu penerapan sistem dan admisisyi@ng handal dan pemanfaatan
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teknologi tepat guna. Terakhir, terbentuknya ciyi@ng baik dan kepercayaan

masyarakat yang tinggi yaitu kapasitas SDM yandegional, budaya organisasi

yang kondusif dan pelaksanagood governance(Artilkel Pajak, 18 Desember

2009).

Konsep umum perpajakan modernisasi administraspagegtan adalah
restruksi organisasi, penyempurnaan proses biseiglumn pemanfaatan teknologi
komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan marejef8DM. Konsep ini
disesuiakan dengan iklim, kondisi, dan sumber deyay ada di Indonesia. (Liberti
Pandiangan, 2007:7)

Karateristik modernisasi administrasi perpajakaalatu:

1. Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalstem administrasi yang
berbasis teknologi terkini.

2. Seluruh wajib pajak diwajibkan membayar melaluitkarpenerimaan secaom-
line.

3. Seluruh wajib pajak diwajibkan melaporkan kewajib@erpajakannya dengan
menggunakan media komputerSP7.

4. Monitoring kepatuhanwajib pajak dilaksanakan secara intensif dengan
pemanfaatan profitvajib pajak diadministrasikan di KPP Madya hanysgilwa
pajak tertentu saja, yaitu sekitar 500 wajib pajak.

Adapun tujuan Modernisasi Administrasi Perpajakartuki meningkatkan

pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan prodtadi pegawai, meningkatkan
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kepercayaan terhadap aparat pajak dan meningkatdantary compliancewajib
pajak. (Labuhanbatunews, 26 Maret 2008).

Tujuan adminitrasi perpajakan modernisasi merupagarbaikan untuk
memperbaiki sistem yang sudah ada dengan tujuam tgeapainya tingkat
kepatuhan wajib pajak, tingkat kepercayan wajibalpagerta tercapainya tingkat

produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

2.1.2 Indikator Modernisasi Administrasi Perpajakan
Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:128), Modernisaddiminstrasi Perpajakan yang
dilakukan pada dasarnya meliputi :
1. Restruksi organisasi.
Implementasi konsep modernisasi perpajakan modeng Yerorientasi pada
pelayanan dan pengawasan, adalah struktur orgabidBsperlu diubah, baik
dilevel kantor pusat maupun dilevel kantor openaaio
a. Job deKantor Pusat
Struktur Kantor Pusat DJP (KP DJP) ikut disesuaikardasarkan fungsi
agar sesuai dengan unit vertikal di bawahnya. Uitlstruktur KP DJP
dibagi menjadi direktorat yang menagaday-to-day operation (1
sekertariat, 9 direktorat), direktorat yang menagpengembangan /
transformasi (3direktorat), direktorat baru untulerragani intelijen dan

penyidikan perpajakan dan hubungan masyarakas belierapa direktorat
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b.

baru yang menagani penelitian perpajakan, kepatuttamal, dartransfer
princing.

Job deKantor Operasioanal

Kantor Operasioanal perlu diubah sebagai pelaksanplementasi
kebijakan yaitu dengan cara memudahkan wajib pdgaigan cukup datang
ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruhalataperpajakannya,
struktur berbasis fungsi diterapkan pada KPP dersistem administrasi
modern untuk dapat merealisasikan debirokratis ypekn sekaligus
melaksanakan pengawasan terhadap wajib pajak sesmstamatis
berdasarkan analisi resiko, unit vertikal DJP ddbesh berdasarkan
segmentasi wajib pajak (LTO, MTO, dan STO), khuglis kantor
operasional terdapat posisi baru yang disélmgbunt Representativentuk
memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak selurehaganan keberatan
dilakukan dilakukan oleh Kantor Wilayah yang meikgra unit vertikal
diatas KPP yang menerbitkan surat ketetapan pagblagsi hasil dari

pemeriksaan.

2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatamltejt komunikasi dan

informasi.

Langkah awal perbaikan proses bisnis adalah pamulin dokumentasi yang

melalui :

a. SOP untuk setiap kegiatan diseluruh unit DJP.
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b. Perbaikan proses bisnis dilakukan dengan peneragapstemdengan

dibukanya fasilitag-filing, e SPT,e-payment, e-registration.

c. Untuk sistem administrasi internal saat ini terilgktikan pengembangan dan

penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP).
3. Penyempurnaan manajemen SDM.

Langkah perbaikan dalam bidang SDM vyaitu :

a. DJP melakuklan pemetaan kompetensi untuk seluru@0B80pegawai DJP
guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas éemg pegawai.

b. Seluruh jabatan harus dievaluasi dan dianalisiskusélanjutnya ditentukan
job grade dari masing-masing jabatan tersebut.

c. Beban kerja dari masing-masing jabatan tersebutalisa yang kemudian
dikaitkan juga dengan pengembangan sistem pengukdngrja masing-
masing pegawai.

d. Sebagai catatan, pembuatan dan dokumentasi SOR seturuh proses
pekerjaan dapat dimanfaatkan juga sebagai staed#dajan kerja.

e. Semuanya akan dimanfaatkan untuk membuat sistgamgeharir, khususnya
sistem mutasi dan promosi, serta sistem remunygaagi lebih jelas, adil dan
akuntabel.

4. Pelaksanaa®ood Governance
DJP dengan program modernisasi senantiasa berupeyeerapkan prinsip-

prinsipgood governancberupa :



Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 02

a. Pembuatan dan penegakan kode etik pegawai yangrasetgas
mencantumkan kewajiaban dan laragan bagi para @@g®dP dalam
pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagp gelanggaran kode
etik pegawai.

b. Pemerintah telah menyediakan berbagai salauranagaag yang sifatnya
indepeden untuk menagani pelanggaran atau penyajewe dibidang
perpajakan.

c. Dalam lingkup interenal DJP sendiri, telah dibentlua subdirektorat yang
khusus menagani pengawasan internal dibawah Dreglk@patuhan Internal
dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

d. Pembentukancomplience centedimasing-masing Kanwil modern untuk
menampung keluhan WP merupakan bukti komitmen DdRikuselalu
meningkatkan pelayanan kepada WP selakugus pengawzesyi internal

DJP.

2.1.3 Kinerja Account Representative
Semua aspek dapat berjalan dengan baik jika didukieh SDM yang baik.
Untuk itulah Ditjen Pajak menggerakkatcount representativ@AR) profesional

menjadi salah satu cara yang saat ini paling éfektuk dikembangkan.
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Definisi Kinerja adalah sebagai berikut:
“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencappelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasarasi dan misi
organisasi yang tertuang dalatnategic planningsuatu organisasi”.
(Mohamad Mahsun, 2006:25)
Sedangkan Kinerja individu adalah:
“Tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang sasaran yang harus
dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalamm kuaktu tertentu”.
(Payaman J.Simanjutak, 2005:103)
Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebuespsi atau tingkat
keberhasilan individu atau kelompok individu tersebmempunyai kriteria
keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria kehgithn ini berupa tujuan-tujuan
atau target-target tertentu yang hendak dicapaipdada tujuan atau target, kinerja
seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat atibetkarena tidaka ada tolok
ukurnya.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republidonasia yang
dimaksud dengaAccount Representatiaelalah :
“Pegawai yang diangkat pada setiap Seksi PengawdearKonsultasi di
Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplememtasikOrganisasi
Modern”.

(N0.98/KMK.01/20062)



Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 22

Adapun pengertian lain dakccount Representative
“Petugas yang melaksanakan tugas-tugas pengawakadaie pelaksanaan
kewajiban oleh Wajib Pajak dan melayani penyeleshék Wajib Pajak”
(Liberti Pandiangan, 2007:27).

Account Representativd AR) adalah petugas yang berada di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) yang telah melaksanakannBigtéministrasi Modern.
Account RepresentativeAR) berkewajiban melaksanakan pengawasan kepatuha
kewajiban perpajakan, melaksanakan bimbingan ddakssnakan himbauan kepada
Wajib Pajak (WP). (Kanwil DJP WP Besar, 2008)

Seluruh Wajib Pajak Besar mempunysicount RepresentativAR) yang
bertanggung jawab untuk memberikan jawaban atégpse¢rtanyaan yang diajukan
Wajib Pajak Account Representatiakan memberikan informasi mengenai rekening
Wajib Pajak untuk semua jenis pajak, kemajuan prgssmeriksaan dan restitusi,
interpretasi dan penegasan atas suatu peraturamhaban data identitas Wajib Pajak,
tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak, kemgjoses keberatan dan banding,
perubahan peraturan perpajakan yang berkaitan deéwyeajiban perpajakan Wajib
Pajak.

Account Representativadlalah penghubung antara KPP WP Besar dan Wajib
Pajak, yang bertanggung jawab untuk menyampaikiornmasi perpajakan secara
efektif dan profesional. Mereka terlatih untuk memkan respon yang efektif atas

pertanyaan dan permasalahan yang diajukan Wajdk Basegera mungkin.
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Account Representativeiga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
Wajib Pajak memperoleh hak-haknya secara transpa@ecount Representative
memiliki pemahaman tentang bisnis serta kebutuhamjibW Pajak dalam
hubungannya dengan kewajiban perpajakan. Untukdtwount Representatiwsecara
berkala mendapatkan pendidikan dan pelatihan @apglgai nara sumber.

Apabila Wajib Pajak merasakan pelayanan yaibgrikan oleh Account
Representativenasih kurang baik, tidak optimal dan tidak seslesmigan standarisasi
pelayanan Wajib Pajak dapat menyampaikan pengaaetadui “Complain Centér
yang telah tersedia@Complain centetberfungsi untuk menampung keluhan-keluhan

Wajib Pajak yang terdaftar di kantor pelayananlpdjwilayah kerjanya.

2.1.4 Indikator Kinerja Account Representative
Kinerja Account Representativéapat dilihat dari kualitas pelayanan, kode
etik pegawai, tugas dan tanggung jawab pega\eabunt Representativierhadap
Wajib Pajak, tanggung jawaficcount Representativierhadap atasannya. (Kanwil
DJP Wajib Pajak Besar, 2008)
a. Kualitas Pelayanan
SetiapAccount Representativmempunyai beberapa Wajib Pajak yang harus
diawasi. Penugasan pelay@ctcount Representativdilakukan berdasarkan
jenis usaha sehingga meningkatkgofesionalisme dan meningkatkan
produktivitas kerja karena pelaksanaan pekerjadnh leefokus. Account

Representativelilatin agar menjadi staf yang proaktif, bersikaplayani, dan
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memiliki pengetahuan perpajakan yang baik. Seokscmpunt Representative

memiliki akses terhadap rekening Wajib Pajak seoaréine dan juga Wajib

Pajak dapat secara mudah menghubuigtount Representativeya baik

secara langsung datang ke KPP maupun menggunad&partetate-mail.

b. Kode Etik Pegawai

Kode etik berisi kewajiban dan larangan wajib hadiysatuhi setiap pegawai

dalam menjalankan tugasnya serta dalam pergaudap Behari-hari.

Adapun kewajiban yang harus dipatuhi adalah :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adatasbrang lain

2. Bekerja secara profesional, transparan, dan akeintab

3. Mengamankan data dan atau informasi yang dimilik D

4. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesamawaggatau pihak
lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya

5. Mentaati perintah kedinasan

6. Bertanggungjawab dalan penggunaan barang invenmdiksDJP

7. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor

8. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam eneii kewajiban
perpajakan , dan

9. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secgrans

Larangan yang harus dihindari adalah :

1. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas

2. Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai goliti
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Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsungpuma tidak
langsung

Menyalahgunakan fasilitas kantor

Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun

Menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan

Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat megtdab gangguan,
kerusakan dan atau perubahan data pada sistermagfiomilik DJP, dan
Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentanglamgan norma

kesusilaan dan dapat merusak citra serta martalyat D

Tugas dan Tanggungjawab Pegavtaicount Representativeerhadap Wajib

Pajak

TugasAccount Representatiterhadap Wajib Pajak adalah :

1.

2.

Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajilk PAJR)
Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan m@iateajib Pajak (WP)
Melaksanakan bimbingan/himbauan mengenai ketergegrajakan kepada
Wajib Pajak (WP)

Memberikan konsultasi teknis perpajakan kepadaWRgjak (WP)
Membuatdan memutakhirkan profil Wajib Pajak (WP)

Membuat Surat Pemberitahuan Perubahan BesarnyairamgBPh Pasal 25
Membuat uraian penelitian pembebasan/pengurangabgy@ran angsuran

PPh Pasal 25
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8. Membuat usulan rencana kunjungan kerja ke lokasjibMajak (WP)
dalam rangka pengawasan dan pemutakhiran data Ré&gplk (WP)

9. Membuat Nota Penghitungan dalam rangka penerbitaat $agihan Pajak
(tidak termasuk STP bunga penagihan) Pasal 7, B483) Pasal 9 (2a) dan
Pasal 14 (3)

10.Membuat konsep Nota Penghitungan dalam rangka Ipiésoer
SKPKB/SKPKBT tanpa prosedur pemeriksaan

11.Melaksanakan proses pembetulan ketetapan pajakjaetena dimaksud
dalam Pasal 16 UU KUP

12.Membuat konsep usulan Wajib Pajak (WP) / PKP Fidih Wajib Pajak
(WP) Patuh

13.Membuat konsep perhitungan Lebih Bayar (LB)

14.Melaksanakan penelitian dalam rangka penerbitantiBRlik berdasarkan
permohonan Wajib Pajak (WP)

15.Melaksanakan penelitian Bukti Pemindahbukuan sgabedan

16.Membuat konsep Surat Keputusan Pengembalian Pendahlelebihan
Pajak (SKPPKP), Surat Keputusan Pengembalian KeleabPembayaran
Pajak (SKPKPP), Surat Keputusan Pemberian Imbalang® (SKPIB),
Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), S8arat Keterangan
Pembayaran Pajak Sementara (SKPPS)

17.Membuat uraian penelitian dalam rangka penerbitanatSKeterangan

Bebas Pemotongan/Pemungutan PPh dan Pemungutan PPN
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18.Membuat konsep Surat Keterangan Fiskal (SKF) Nars&8u

19.Melakukan penelitian dalam rangka penerbitan Sujiat Penggunaan
Mesin Teraan Meterai, Surat ljin Pembubuhan tanda imeterai lunas
dengan teknologi percetakan dan dengan sistem WKengasi dan
memproses pencabutan ijin penggunaannya

20.Membuka segel mesin teraan dan membuat Berita Aoara

21.Melaksanakan pengalihan saldo bea meterai dengasin meraan,
pengalihan saldo bea meterai dengan teknologi faae dan dengan
sistem komputerisasi

22.Merekonsiliasikan data Wajib Pajak (WP)

23.Menyusun konsep uraian pelaksanaan dan konsepasvdiasil Putusan
Banding/Peninjauan Kembali

24.Membuat konsep laporan penelitian ljin Perubahamuma@uku dan Metode
Pembukuan Pertama

25.Membuat konsep tanggapan Laporan Hasil Pemerikdd4iR) dari aparat

pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

Tanggung jawalccount Representativerhadap Wajib Pajak adalah :

menagani sejumlah kecil Wajib Pajak tertentu, &rgggung jawab untuk
menginformasikan semua perubahan perarturan, degsp@ pertanyaan atau
permintaan lain yang berkaitan dengan pelaksanaamajlban atau hak

perpajakan.
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d. Tanggung jawab Pegawaccount Representatiterhadap atasannya
Tanggungjawab PegawAccount Representatiterhadap atasannya adalah :
1. Membuat konsep rencana kerja
2. Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan npoteajak,
perkembangan ekonomi dan keuangan
3. Mengusulkan pemeriksaan dan atau penyidikan

4. Membuat konsep laporan berkala seksi.

2.5 Konsep Penghubung
Menurut Siti Kurnia Rahayu berpendapat bahwa :

“Modernisasi bertujuan untuk menerapk&vood Governange pelayanan
prima, tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggiemmgkatkan kepercayaan
adminstrasi perpajakan, dan meningkatkan produ&ivpegawai yang tinggi.
Untuk mencapai kepatuhan cara yang ditempuh safamya berkaitan dengan
kinerja AR adalah menyempurnakan SDM dan meningkagkelayanan. Adapun
tugas dan tanggungjawab AR adalah mengawasi kepatuperpajakan,
memberikan himbauan dan konsultasi teknis, mengamainerja WP, melakukan
mentoring penyelesaian pemeriksaan pajak, melakukatuasi hasil banding,
memberikan bantuan dalam masalah perpajakan, nkalakpemutakhiran data
WP, dan menginformasikan ketentuan perpajakannekspada Wajib Pajak”.

(2009: 110)

Penggunaan teknologi informasi dalam modernisagpgpekan ini secara

langsung membantu menciptakan lingkungan dan kaasirkerja yang kondusif
yang diharapkan mampu membentuk, mempertahankan rdangembangkan
integritas petugas pajak. Berbagai kelemahan pessedur manual yang bisa
memberi kesempatan berbuat curang, membuka godaauk werkolusi, dan

mempersulit pengawasan yang bisa menggerus idegpetugas pajak bisa
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diminimalisir melalui penggunaan teknologi informagang memungkinkan
transparansi informasi. Integritas petugas pagigyinggi pasti akan meningkatkan
kenikmatan wajib pajak dalam melaporkan dan memiagjaknya sehingga didapat

kepatuhan sukarela dalam membayar pajak.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu
NO. Penulis / Judul Hasil
1. |Penulis :Marcus Taufan Sofyan Penerapan  Sistem  Administrasi

Perpajakan Modern di Kantor
Judul: Pengaruh Penerapan Sistem | Pelayanan Pajak secara umum sudah
Administrasi Perpajakan Modernbaik dan mampu  meningkatkan
Terhadap Kepatuhan Wajib kinerja Kantor Pelayanan Pajak

Pajak

2. Penulis :Berry Nurdiansyah Penerapan  sistem  administrasi
perpajakan modern pad&antor

. : - .| Pelayanan Pajak Pratama Majalaya
Judul : Pengaruh Sistem Administrasi sangat baik, kinerjia account

Perpajakan Modern Terhadap | representative sangat  baik, serta
KinerjaAccount RepresentatiVesistem administrasi  perpajakan

modern  berpengaruh  terhadap
kinerjaaccount representative.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sejak awal dekade 2000, “modernisasi”’ telah mergathh satu kata kunci
yang melekat dan bahan pembicaraan di lingkungaekiorat Jendaral Pajak,
Departemen Keuangan. Hal itu dilakukan yang beatujuntuk menerapkargtod
governance” dan “pelayanan prima” kepada masyarakat, demikima dengan

tuntunan pelayanan yang lebih baik dsiekeholdergperpajakan. Dengan demikian,
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diharapkan semua unit kerja di Kantor Pusat, Kawdayah, dan KPP sebagai unit
pelaksanaan teknis/operasional perpajakan, berdssrah dalam menyambut,
memahami, mengondisikan dan menyesuaikan serta ksaelakan
(mengimplementasikan) modernisasi perpajakan semragjan konsep, prinsip, dan
sasaran yang sudah ditetapkan di unit masing-nmasian

Adapun latar belakang dilakukannya modernisasi astarasi perpajakan
yang dilakukan oleh pemerintah adalah :
1. Citra DJP, yang harus diperbaiki dan ditingkatkan.
2. Tingkat kepercayaan terhadap adminstrasi perpajgkag harus ditingkatkan.
3. Intergritas dan produktivitas sebagai pegawai yaagih harus ditingkatkan.
(Siti Kurnia Rahayu, 2009:110)
Pengertian Modernisasi Administrasi Pajak adalah :
“Bagian dari reformasi perpajakan secara komperheabagai satu kesatuan
dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langgsnenyentuh pilar
perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peaatu dan biang

pengawasan.”
(Siti Kurnia Rahayu, 2009:109)

Pengertian Modernisasi Administrasi Pajak yang dalalah :
“Suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidaminedrasi perpajakan
yang dilakukan secara komperhansif, meliputi agpkkologi informasi yaitu
perangkat lunak, perangkat keras dan SDM.”
(Indara Ismawan, 2001:81)
Dari definisi diatas tentang modernisasi adminsstrpajak merupakan
perwujudan dari program dan kegiatan reformasi adhtnasi perpajakan yang

dilakukan secara komperhensif, yang meliputi 3 midgaitu bidang administrasi,

bidang peraturan dan bidang pengawasan.
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Konsep dari modernisasi administrasi perpajakan R#Rlah adanya
pelayanan prima dan pengawasan yang intensif depgjiaksanaan prinsip-prinsip
good governance
Manfaat modernisasi bagi Wajib Pajak
1. Pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan persoredlan

a. Konseponestop servicgzang melayani seluruh jenis pajak (PPh, PPN, PBB
& BPHTB)

b. Adanya tenagaAccount Representativdengan tugasnya yaitu konsultasi
untuk membantu segala permasalahan wajib pajakgingatkan wajib pajak
atas pemenuhan kewajiban perpajakanoyaateatas peraturan perpajakan
yang terbaru.

c. Pemanfaatan IT secara maksimal: e-S#iilling, dll.

d. SDM yang profesional.

e. Pemeriksaan yang lebih terbuka dan profesionalatekgnsep spesialisasi.

2. Penerapan dan penegak@&@wood Governance

Modernisasi perpajakan yang dilakukan pemerintattuteya tidak hanya
untuk mencapai target penerimaan pajak semata, pegaing dilakukan untuk
menuju adanya perubahan paradigma perpajakan. Riketentuan, prosedur dan
aktivitas perpajakan juga terus diarahkan untuknuatan pelayanan agar menjadi

business friendlybagi masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan maggardapat
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memandang pajak menjadi suatu kewajiban partisipatrga dan tidak dianggap
sebagai beban kuantitatif.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:128), modernisabninistrasi perpajakan
yang dilakukan pemerintah pada dasarnya ditandagate digunakannya sistem
modern pada kantor-kantor pajak modern meliputi :

1 Restruksturisasi organisasi.
Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif efesien, sekaligus
mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, pergiasustruktur organisasi
DJP merupakan suatu langkah yang harus dilakukan sifatnya cukup
strategis.

2 Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaataoltgk komunikasi dan
informasi.
Perbaikan proses bisnis merupakan pilar pentingrpro modernisasi DJP,
yang diarahkan pada penerapdnl automation dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi, terutama unpgkerjaan yang sifatnya
klerikal.

3 Penyempurnaan manajemen SDM.
Fokus program reformasi ini adalah perbaikan sistlam manajemen SDM,
dan direncanakan perubahan yang dilakukan sifatrerayeluruh. Hal ini perlu
dan mendesak untuk dilakukan, karena disadari bah@men yang terpenting

dari suatu sistem organisasi adalah manusianya.
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4 Pelaksanaa@ood Governance.
Dalam praktek berorganisasood Governancebiasanya dikaitkan dengan
mekanisme pengawasan internal yang bertujuan untukminimalkan
terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dalamrdamisasi, baik itu
dilakaukan oleh pegawai maupaun pihak lainnya, Be&ngaja maupun tidak.
Beberapa kondisi menjelang dekade 2000 yang memadar sekaligus
sasaran apa tujuan modernisasi perpajakan dilakuk8ii Kurnia Rahayu,
2009:109.
Adapun tujuan dilakukannya modernisasi adminispragpajakan adalah:
1. MenerapkarGood Governancdan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi.
3. Menigkatkan kepercayaan administrasi perpajakan.
4. Mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yangdi.
5. Penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baikifefak efesien
Berdasarkan tujuan dari modernisasi administragpgj@kan diatas, maka
salah satu cara yang dilakukan DJP untuk mencapgett yang diharapkan adalah
membentukAccount Representativgang merupakan salah satu ciri khas di KPP
modern dan merupakan fasilitas pelayanan yangdmpnfaatkan oleh masyarakat
atau wajib pajak.
Penerimaan pajak yang setiap tahun terus meningkatyata tidak terlepas

dari maslah-masalah SPT. Hal ini salah satunyara@ilekan kurangnya pengetahuan
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wajib pajak (WP) tentang pajak. Dengan adafigeount Representativenaka wajib
pajak dapat langsung bertanya tentang permasapetjai
PengertiarAccount Representatieslalah :
“Pegawai yang diangkat pada setiap Seksi PengawdesarKonsultasi di Kantor
Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikamn@@ag Modern.”
(Kep. Menteri Keuangan No. 98/KMK. 01/2006 pasalyat 2)
Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulanhwza Account
Representativadalah pegawai profesional yang bertugas memlmepktunjuk dan
membantu wajib pajak yang berada di KPP dan telangmplementasiakan
Organisasi Modern.
PengertianAccount Representativenenurut KANWIL DJP Wajib Pajak
Besar :
"Petugas yang berada di KPP yang telah melaksan@istem Administrasi
Modern. ”
(KANWIL DJP Wajib Pajak Besar:2008)
Account Representativenerupakan mitra penghubung antara Dirjen Pajak
dengan wajib pajak damccount Representativdapat membantu wajib pajak
mengetahui aturan serta memberi bimbingan langgsarigit dengan kewajiban

masyarakat sebagai warga negara.
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Kinerja Individu adalah :
"Tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorangs#aiaran yang harus dicapai atau
tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun wakienter”

(Berry Nurdiansyah:2009)

Adapun Kinerja Account Representativedapat dilihat dari kualitas
pelayanan, kode etik pegawai, tugas dan tanggumgpbjapegawai Account
Representativeterhadap wajib pajak, tanggung jawakrcount Representative
terhadap atasannya. (Kanwil DJP Wajib Pajak B&)8)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 98/KNIR@06, Account
Representativenemiliki tugas:
a. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wapti;paj
b. Bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajdeoada wajib
pajak;
c. Penyusunan profil Wajib Pajak;
d. Analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wdpajak dalam rangka
intensifikasi; dan
e. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan kedenyang berlaku.
Account Representativieiga dibentuk agar dapat menyempurnakan SDM.
Langkah yang dilakukan DJP dalam perbaikan dibidslyl adalah :
1. DJP melakukan pemetaan kompetensi untuk seluri®@g@egawai DJP guna

mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas kompgiegawai.
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2. Kemudian seluruh jabatan harus dievaluasi dan hs@aintuk selanjutnya
ditentukanjob gradedari masing-masing jabatan tersebut.

3. Beban kerja dari masing-masing jabatan tersebutalisss yang kemudian
dikaitkan juga dengan pengembangan sistem pengukkirgerja masing-
masing pegawai.

4. Sebagai catatan, pembuatan dan dokumentasi SO wweluruh proses
pekerjaan dapat dimanfaatkan juga sebagai stanelsifaian kerja. Secara
bersamaan dilakukan penilaian terhadap seluruhwsegsecara lebih obyektif
dan konsisten sekaligus standar kompetensi jabatamelalui proyek
assessment center.

5. Semua itu nantinya akan dimanfaatkan untuk membystem jenjang karir,
khususnya sistem mutasi dan promosi, serta sisemnerasi yang lebih jelas,
adil, dan akuntabel.

Menurut Siti Kurnia Rahayu berpendapat bahwa :

“Modernisasi bertujuan untuk menerapkaood Governangepelayanan prima,
tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, menirtgka kepercayaan
adminstrasi perpajakan, dan meningkatkan produ&tvegawai yang tinggi.
Untuk mencapai kepatuhan cara yang ditempuh salaimyga berkaitan dengan
kinerja AR adalah menyempurnakan SDM dan meningkatpelayanan.
Adapun tugas dan tanggungjawab AR adalah meng&epatuhan perpajakan,
memberikan himbauan dan konsultasi teknis, mengamakinerja WP,

melakukan mentoring penyelesaian pemeriksaan payetakukan evaluasi
hasil banding, memberikan bantuan dalam masalapajadan, melakukan
pemutakhiran data WP, dan menginformasikan ketenpeapajakan terbaru

kepada WP.”
(2009:110)
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Hal ini juga diperkuat dengan teori :
“Tanpa improvisasi di bidang teknologi informasnahmika bisnis tidak akan
mampu diantisipasi. Lebih jelas, pemanfaatan telgiohformasi secara tepat
mampu mendukung program transparansi dan keterbukakmana
kemungkinan terjadinya KKN, termasuk di dalamnyanyagahgunaan
kekuasaan dapat diminimalisasi.”
(Djazoeli Sadhani , 2009:128)
Dengan sistem dan manajemen SDM yang lebih baikteldnuka akan dapat
menghasilkan SDM yang lebih baik, khususnya dalaah produktivitas dan
profesionalisme Dapat dilihat bahwa perbaikan remunerasi hanyaalah satu
bagian akhir dari program reformasi birokrasi yssebelumya didahului dengan

perbaikan di berbagai bidang yang dapat meninghagiektivitas dan akuntabilitas

sistem manajemen SDM.
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Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan ddeagpemikirannya dalam

bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut :

Latar Belakang

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran
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Hasil penelitian :

A

- Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi
Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak (Marcus Taufan Sofyan:2005)

- Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan
Modern Terhadap Kinerja Account
Representative (Berry Nurdiansyah:2009)

Hipotesis :
“Modernisasi Administrasi

y

Perpajakan  berpengaruh
terhadap KinerjaAccount
Representati\”
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2.1 Hipotesis
Pengertian hipotesis sebagai berikut:
“Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan seltmyes diantara dua atau
lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk peearayang dapat diuji”.
(Uma Sekarar006: 135)
Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaysng bersifat sementara
terhadap masalah penelitian, sampai terbukti metidta yang terkumpul dan harus
diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangkailiran diatas, maka yang dapat
disajikan oleh penulis adalah berhipotesis bahwa :
"Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh Terhadap Kinerja

Account Representative .”



